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WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Registrasi
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Registrasi Website Nasional Cagar Budaya kementerian
Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik
Indonesia, perlu mendapatkan rekomendasi dari Tim

Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Tim Ahli Cagar Budaya Kota

. ]
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang — Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 1820j;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuanga Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 129 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Naerah (Rerita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentuan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 63};

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin dengan susunan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
Tugas Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

a. mengkaji kelayakan dari hasil pendaftaran objek yang
di duga Cagar Budaya dengan melakukan identifikasi
dan Kklarifikasi terhadap benda, bangunan, struktur,
lokasi dan satuan geografis yang di usulkan untuk di
tetapkan sebagai Cagar Budaya

memberi rekomendasi Penetapan Cagar budaya,
Pemeringkatan cagar budaya dan penghapusan cagar
budaya.

T

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Wali kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada
Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/
Kota pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata Kota Banjarmasin



KETIGA

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
nada tanggal .
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
-7 TAHUN 2022

NOMOR ~

TENTANG

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

SUSUNAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KOTA BANJARMASIN

TAHUN 2022

JABATAN DALAM | JABATAN HONOR
Ho PLENA KEGIATAN DALAM TIM (Rp.)

|
1. | Drs. HAIRIYADI, M. Hum | Budayawan Ketua 500.000/Jam
2. | DR. BANI NOOR MUCHAMAD,ST.,MT. Arsitek Sekretaris | 500.000/Jam
3. | WASITA, M.A. Arkeolog Anggota | 500.000/Jam
4. | MANSYUR, S. Pd, M. Hum Sejarawan Anggota | 500.000/Jam

Pembantu Peneliti
S. | MURSALIN, M. Pd (Sejarah dan Anggota | 500.000/Jam

Budaya
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